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Secara administrasi perpajakan, Pgjak Penghasilan baru terutang pada saat akhir tahun pgjak. Sistem
pemungutan pajak yang dilaksanakan sekali pada saat berakhirnya tahun pajak ini mengandung kelemahan
baik di sist Wajib Pajak, maupun di sisi negara. Wajib Pajak akan merasa keberatan apabila seluruh pajak
yang terutang harus dibayar sekali saat akhir tahun pagjak. Di sisi lain, negara akan kesulitan keuangan dalam
tahun berjalan. Untuk mengatasi hal itu, maka negara mengatur pelaksanaan pembayaran pajak dalam tahun
berjalan.

Salah satu sistem pembayaran pajak dalam tahun berjalan adalah pemotongan PPh Pasal 23. Sistem ini
meminta bantuan pihak ketiga sebagai pemberi penghasilan untuk melakukan pemotongan pajak. Pajak
tersebut dipotong dari pembayaran penghasilan kepada orang lain. Pgjak yang telah dipotong tersebut
nantinya dapat dikreditkan dengan seluruh pajak yang terutang saat akhir tahun pgjak. Apabila sistem
pemotongan PPh Pasal 23 ini tidak berjalan, maka negara akan melakukan penagihan dengan menerbitkan
surat ketetapan pajak yang ditujukan kepada pemotong pajak. Dalam pelaksanaan di lapangan, surat
ketetapan pajak tersebut selalu berisi pokok pajak yang tidak atau kurang dipotong dan sanksi perpajakan.

Permasalahan utama yang muncul yaitu pokok pagjak yang ada dalam surat ketetapan pajak tersebut, ternyata
adayang tidak dapat dikreditkan. Dengan tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut maka timbul
permasalahan, baik di sisi Wajib Pgjak pemotong pajak maupun Wajib Pgjak penerima penghasilan.

Pembahasan dalam tesis ini didasarkan pada kerangka teori bahwa pemungutan pajak ditujukan untuk
mengumpulkan penerimaan pajak yang memadai, yang dalam pengaturan dan pelaksanaannya harus
memperhatikan Equlity Principle (keadilan), dan Certainty Principle (kepastian hukum). Pemotongan pajak
(withholding tax) bukan merupakan pajak, withholding tax hanya merupakan suatu sistem yang digunakan
dalam rangka memungut pajak, yaitu pemungutan pajak dalam tahun berjalan.

Janis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah deskriptif analisis. Dalam penulisan tesisini penulis
tidak menggunakan analisa statistik, karena penulis akan lebih mengupas permasal ahan yang ada secara
mendalam. Dalam melakukan penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan. Maksud penulis untuk
langsung turun sendiri kelapangan adalah agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam. Dalam
pelaksanaan penelitian di lapangan, penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
kompeten di bidangnya (key informant). Hasil wawancara dengan key informant akan dituangkan dalam
penulisan tesisini.
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Berdasarkan hasil penelitian, temyata tidak dapat dikreditkannya pokok pajak tersebut berkaitan dengan
aturan yang ada dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang membatasi Wgjib Pajak untuk melakukan pembetulan surat pemberitahuan. Pembetulan
surat pemberitahuan dengan maksud mengkreditkan pokok pajak PPh Pasal 23 (yang ada dalam surat
ketetapan pajak) hanya diperbolehkan dalam jangka waktu 2 tahun sebelum berakhirnya tahun pajak,
sepanjang DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan dalam undang-undang pajak yang
sama, kewenangan DJP untuk menerbitkan surat ketetapan pajak adalah sepuluh tahun dan itupun dapat
diperpanjang dengan kondisi tertentu. Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa sampai saat ini
belum ada upaya yang dilakukan oleh pihak DJP untuk mengatasi permasal ahan tersebut. K etidakmampuan
DJP dalam mendeteksi kebenaran pelaporan surat pemberitahuan dilimpahkan kepada Wgjib Pajak
pemotong pajak dengan pengenaan surat ketetapan pajak yang selalu berisi pokok pajak dan sanksi

perpa akan.

Daam analisis yang dilakukan, tidak dapat dikreditkannya pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan
pajak tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengenaan pajak dan adanya pengenaan
pajak ganda. Peluang terjadinya pengenaan pajak ganda sangat besar, karena di sisi penerima penghasilan
ada ancaman sanksi pidana apabila penerima penghasilan tidak melaporkan penghasilan yang telah diterima
atau diperolehnya selama satu tahun pajak. A pabila penerima penghasilan sudah melaporkan
penghasilannya makatidak ada lagi kerugian negara, dengan demikian apabila masih juga diterbitkan surat
ketetapan pajak, pada saat itu timbul pengenaan pajak ganda. Penerbitan surat ketetapan pajak yang atas
pokok pajaknyatidak dapat dikreditkan juga menimbulkan ketidakadilan karena mendistorsi pajaknya
withholder.

Guna menghindari hal tersebut disarankan, apabila pihak DJP menerbitkan surat ketetapan pajak yang berisi
pokok dan sanksi perpagjakan, maka pokok pajak tersebut harus dapat dikreditkan, tanpa syaratapapun.
Daam hal surat ketetapan pagjak diterbitkan setelah lewat tahun pajak, disarankan agar jangan mengenakan
pokok pajak akan tetapi hanya berisi sanksi yang ditujukan kepada pemotong pajak. Penulis juga
menyarankan agar DJP membangun suatu aat atau sistem administrasi perpajakan yang dapat dipergunakan
untuk mendeteksi dan meyakini bahwa penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan sudah
dilaporkan seluruhnya, terutama apabila penghasilan tersebut merupakan obyek withholding tax. Dengan
sistem administrasi iru diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan yang timbul dalam
pengkreditan pokok pajak yang ada dalam surat ketetapan pajak.

<hr><i>0n the taxation administration basis, an income tax only is payable at the end of afiscal year. The
tax collection system which is carried out one time at expiry of any fiscal year contains weakness both for
the taxpayer and the state. Taxpayer will feel heavily burdened if all taxes payable must be paid once time at
the end of fiscal year. On another side, the state will find financially difficult in the current year. To cope
with the matter, the state shall arrange the implementation of payment of tax within the current year.

One of tax payment system within current year is withholding of income tax Article 23. This system asks
assistance from any third party as employer to conduct withholding toward tax. The tax is deducted from
income payment to other person. The tax which has been deducted will be credited with all taxes payable at
the end of fiscal year. In the event system in withholding of income tax Article 23 does not work, therefore



the state will perform collection by issuing letter of stipulation on taxation, which is addressed to the Tax
withholder. In the implementation thereof, the tax stipulation letter always contains of tax that is never or
less deducted and taxation sanction.

The main problem arising thereof is the tax principle contained in the letter of decision found that some
portions are unable to be credited. With un-credited of the tax content, it will become the problem both for
the tax withholding tax payer or income receiving tax payer.

Discussion in thisthesisis based upon theoretical framework that the tax imposition aimsto collect
acceptable tax income, which isin the regulation and implementation shall take into account Equity
principle, and certainty principle. A tax withholding is not tax, but tax withholding is only a system, which
is used to collect the tax, which isatax collection within the current year.

Research methodology used in thisthesisis a descriptive analysis. In writing this thesis, author uses
statistical analysis, because author will thither discuss the problem further detail. In conducting this research,
author directly went to the field aimsto carry out research in detail. In conducting research in the field, the
author carries out adirect interview with key informant. Result of interview with key informant will be
contained in writing this thesis.

Based on result of survey, the tax content could not be credited in relation with regulation contained in Law
No. 16 year 2000 regarding General Provision and Procedure of Taxation restricting Tax payer to carry out
rectification of a notification letter. Correction the letter of notification aims to credit the tax content income
tax Article 23 (contained in he letter of stipulation of tax) only obtained within a period of 2 years prior to
expiry date of taxation, authority of DP to issue letter of the tax policy isten years and could be extended
under certain condition. Result of survey in the field also shows that up to this day, there is no effort carried
out DJIP in coping with the problem. Inability of DIP in detecting correctness of report of the letter of
notification will be handed over to the Tax withholding tax payer.

According to the analysis, the un-credited of tax content, which is contained in the letter of tax polic caused
legal uncertainty in imposing tax and the double tax imposition. Opportunity of the occurrence of double tax
imposition is very high, because at the side of income receiver, there is acriminal sanction if the income
receiver failed to report income which has been received over one year fiscal tax. If the income receiver has
reported its income so that the state will no longer get loss, but the tax policy is still being issued, double tax
imposition will automatically be imposed. The issuance of the tax policy upon the tax content could not be
credited also caused unfairness due to distortion the withholder's tax.

In order to avoid matters mentioned above, if DP issued the tax policy containing the tax content and
sanction, therefore the tax must be credited with no conditions. In the event, the tax policy issued after
expiry of fiscal year, you are not allowed to impose the tax content. However, it will only contain sanction
addressed to tax withholder. Author also suggests DR establishing the equipment or taxation administration
system which may be used to detect and assure that income received by income receiver have been reported
entirely, especially if theincome is an object of atax withholding. With this administrative system, it is



hoped to assist in coping with the problems arising from crediting the tax content in the tax policy.</i>



